
BABI 

PENDAHULUAN 

Stabilitas ekonomi clan keuangan merupakan salah satu persyaratan 

penting dalam membangun dan menggerakkan roda perekonomian. Sejak tahun 

1999 beberapa indikator ekonomi mikro telah menunjukkan perbaikan seperti 

tercermin dari tingkat intlasi dan sulru bunga yang menurun, serta ditunjang 

dengan pertumbuhan ekonomi positif. Namun beberapa indikator lain, seperti niJai 

tuk:ar mata uang dan indeks harga saham masih menunjukkan fluktuasi yang 

cukup tajam, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi sosia.I, politik, dan 

keamanan yang belum sepenahnya pulih. 

Pokok permasalahan yang dihadapi dalam sektor keuangan ini adalah 

sfstem perbankan yang belam kukuh, ketergantungan yang tinggi pada somber 

pembiayaan perbankan, serta belum meratanya a.lokasi kredit, baik antar pelaku 

usaha maupun antar daerah. Guna mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan 

yang ditempuh adalah mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari sektor 

perbankan serta meningkatkan kesehatan lembaga keuangan, ekses permodalan 

pada usaha kecil dan menengah, dan pembiayaan kegiatan ekonomi di daerah. 

Dalam memberikan pelayanan terlladap konsumen, produsen 

mempergtmakan perjanjian baku (perjanjian stander), khususnya wituk melayani 

konsumen dalam jumlah yang banyak mengenai barang dan/atau jasa sejenis. 

Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas 

hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan efektif dan efisien terhadap 
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kegiatan yang bersifal transalcsional. 

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebmkan bahwa. 

"Perjanjlan ado/ah suatu perbuatan dengan mono satu orang atau /ebzh 

menglkatkan dtrlnya terhadap satu orang atau /ebzh ". 

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu 

perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya, kecabpan Wltuk mcmbuat perikatan, bal tertenru dan suaru scbab yang 

halal Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat daj).'t membuat perjanjian 

apa saja. Pasal 1320 KUHPerdata disebut sebag:ai ketenruan yang mengarur asas 

konsesualisme, yaitu perjanjian adalah sab apabila ada kata sep3kat mengenai baJ. 

bal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dcngan asas kebebasan 

berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat sccara sah bcdaku 

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, sehingga perjanjian harus dibuat dcngan 

memenuhi ketcntuan Undang-Undang. maka perjanjian tersebut mengikat para 

pihak yang kQDudian menimbulkan b.ak dan kewajiban di antara pihak-pibak 

terse but 

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, salah satu syarat yang hanu 

dipenuhi dalam mencrapkan asas kebebasan berkontrak, adalab itikad bailc dari 

pib.ak yang membuat perjanjian. Itikad bailc dalam tabap pelaksanaan perjanjian 

adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pib.ak 

dalam melaksanakan apa yang altan diperjanjikan.1 Dengan demikian asas itikad 

1 Subdai, AsptJ:.AJpd: Hukum PITlkatan Nasional, Alumni, Bandun& 1976, him. 26. 
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